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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat

kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat,

Maluku, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan

Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di
Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka
Belitung, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran
Hunipopu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dengan register perkara
Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Drh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal
23 November 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 23 November 2019;
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Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Kabupaten Seram Bagian Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak
yang bernama: ANAK 1 usia 2 tahun; Saat ini anak tersebut berada di
pengasuhan Penggugat.

4, Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Agustus Tahun 2023
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang
disebabkan :

- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Ida Murni hal tersebut
diketahui oleh Penggugat saat Pengugat berada di bangka belitung dan
pada saat Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak kembali
berhubungan dengan wanita tersebut namun Tergugat tetap
mengulanginya dan bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada
Penggugat hanya karena Tergugat lebih membela wanita idaman
lainnya tersebut;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak lebih mengikuti wanita
idaman Lainnya;

5. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan November Tahun
2023 sampai sekarang Tegugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir
maupun Batin kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat serta untuk
menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil karena Tergugat memilih bersama wanita idaman lainnya dan
Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak
mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
dengan Penggugat.

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi

serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat

berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
Membebankan biaya sesuai peraturan yang berlaku

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak hadir karena
ternyata alamat Tergugat dalam surat gugatan adalah alamat tempat tinggal
Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak menerima panggilan sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan
Penggugat akan memperbaiki surat gugatan, dan selanjutnya mohon
penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, tidak datang menghadap di
muka sidang disebabkan karena alamat Tergugat dalam surat gugatan adalah
alamat Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah menerima panggilan sidang;
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Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon
mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat
gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini
telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Drh
dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp216.000,- (Dua
Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari
Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10
Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Hakim
Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
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pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Gani Wael,
S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.
Panitera Pengganti,

Gani Wael, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 75.000,00
- Panggilan  :Rp 71.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Sumpah ‘Rp ,00
- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah :Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).
Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H
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